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ABSTRAK

Indonesia scbagal Megara merdeka vang berdaulat, (elah berperan aktif dalam pergaulan
aubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-
negara lain, baik vang bersifat bilateral mavpun multilateral. Namun banyak keikutsertaan
ndonesia dalam perjanjian internasional karena didesak oleh megera-negars maju termasuk
Zalam persetujuan pembentukan WTO vang disabkan dengan Undang-Undang Nomaor 7 Tahun
(593 Oleh karena itu perlulah dikaji bagaimana proses pengesahan petjanjian inlernasional
fgreement Extehilishing The World Trade Ovganization menjadi Undang-Undang Momor 7
Y ahun 1994 dan bagaimana pengajuan pengujian Lindang-Undang Nomor 7 Yahun 1994 tentang
cengesshan Agreemenr Estabilishing The World Trade Organization {Persetujuan Pembentukan
Urganisasi Perdagangan Dunia) pada Mabkamah Konstitusi, Berdasarkan permasalahan di atas
maxa penulis menggunakan metode vuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.
“nalisis data  dilakukan secara kualitatif. Dari penelitian vang penulis lakukan dapat
cisimpulkan bahwa perjanjian internasional vang disahkan dalam undang-undang  adalah
mengenal hak asasi manusia, perbatasan negara, kedaulatan nepara dan masalak keuangan
negara. Selain mengenai hal di atas, maka penpesshan petjanjian imemational dilakukan sama
Zencan keputusan presiden. Pengajuan penpesahan perjanjian internasional dilakukan sama
—enzan prosedur pengajuan Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang, Undang-
“ndang MNomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi
cerdagangan dunia, melalue adiran dagang lewat WTO dan lembaga-lembapa Kuangan
siemasional seperti WB/AME. ADR danECA, telah melahickan ers perdagangan bebas vang
“esung ideologi neoliberal, perdagangan bebas memaksa seluruh aspek kebidupan hanyva
—pethitungkan sebagai komoditas dagang, Liberalisasi di berbagai sektor, seperti pertanian,
mendidikan, keschatan, ait dan semua sektor-seklor strategis menvangkul hajat hidup orang
sznyak, hal i telah melanggar Pasal 33 UUD 1945 sehingpa menghilangkan hak-hak
<onstitusional warga negara yang ditur dalam Pasal 27 Avat (2), Pasal 28C Avac (1), Pasal 28H
“rat () dan Ayat (3), Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 34 Awvat (1) dan Ayat (3) Undang
Casar Megara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengesahan Perjanjian Internasioal dilakuan
—=nzen undang-undang, maka undang-undang tersebut dapat saja diajukan pengujiannya kepada
vishkamah Konstitusi. Berdasarkan kesimplan di atas. disarankan agar pemerintah untuk selaly
== memerhatikan konstitusi dalam setiap keikutsertasnnya dalam perjanjian internasional dan
=230 warga negard vang merasa hak konstilusionalnya dilanggar oleh undang-undang tersebut
“miuk mengajukan pengujian undang-undang fersebut kepada Mahkamah Konstitusi
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan dalam masvarakat internasional senantiasa bertumypu pada suatu tatanan
morma. Pada kodrataya masyarakat internasional itu saling berhubungan untuk memenuhi
sebuotuhan hadupnya. Dalam melzkukan hubungan ind satu sama lain diperlukan suvatu
condisi, yvaitu keadaan vang tertib dan aman, untuk berlanpsungnya keadasn vang tertib
Zan aman inl diperlukan seatu tatasan nonma. Dalam seggarah tatanan nommas tersebut telah
serproses dan berkembang menjadi apa vang dikenal dengan Hukum Internasional Publik
=tan disingkat dengan Hukum Internasional saja.

alom Konferensi Wina Tahun 1969 telah berhasil discpakati schuah naskah
cenanjizn vang lebih dikenal dengan nama “Vienna Convention on the Law of Treaties”
=20 Konvensi Wina tertang Hukum Perjanjian tahun 1969 (selanjutnya disingkat sebagai
soonvenst Wina 1969). Konferensi Wina ini dindakan atas prakarsa Perserikaian Danpgsa-
sangsa dan naskah rancangan konvensinyva disusun oleh Panitia Hukum Internasional atau
rernational Law Commission (vang disingkat dengan [LC), vait sebuah panitia ahli dan
~oentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umuom PRIE No 1 740171947

Fonvensi Wina lentang perjanjian ini tidak hanya sckedar merumuskan kembali
son mengkodifikasikan bukum  kebiasaan  internasional dalam  bidane perjanjian,
T zmkan jupa merupakan pengembangan secars progresif hukum inlemasional tentang
s amjian. Mamuan demikion Konvensi Wina ini masih fetap mengakui eksistensi hukum
c=tizsaan internasional tentang perjanjian. khosusnya tentang persoalan-peesoalan yang
ses e diatur dalam Konvensi Wina,

Aavan Prating, Pedesion feternaciong), Huelsm dan Pembancunan Moo 4 T ke X1 Jukaria,
=l
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Indonesin sebagan npegara merdeka yanp bendaolka, lelah skl berperan dalam
perpaulan hubungan  Internasional dun mengadakan pepanjian-pegjanjian Internasional
dengan negara-negara lain, buik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pemerintah
Hepublik Indonesia dalam melaksanakan pelitik luar negerinya selalu berusaha melakukan
Serhagal upaya untuk  memperjuangkan kepenlingan nasionalnya diantaranya adalab
Semgan membual suate perjanjian  nlernasional  dengan negara lun, organiss
mternasional” dan subjek hukum internasional’ lainnya. Perkembangan dunia yang ditandai

“enpan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknelogi telah meningkatkan intensitas
suhunean  dan interdependensi antar negam, Sejalan dengan peningkatan hubungan
wemzzhut, maka makin meningkat pula kerja sama anlernasional yang ditvangkan dalam
“erazam bentuk penanjian infermasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemenntah Indonesia
~emzan pemerinizh pepara-negara laan, organisas)  ntermasional dan subjek hukuwm
sremmasionul lain sdulah swalu perbuatan hukum yang sangat penting. karena mengikat
sezzma dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab fu salab satu cara

se—ouatan dan pengesahan suatu perjanpan internasional dilakukan berdasarkan undang-

Sebelumnya berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
—emesional, kewenangan unfuk membust perjanjian internasional seperti tertuang dalem

2 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 11 UUID 1945 ind

=

Corranisasi imernasional odalah organisest anlarpemerintah vang diakwi sebasai subjek hukem
memsonz] dan mempunyai kapasitas untck membuat perjanjian inernasional. Lihat Pasal | horuf {g) U0
- Tzhun 2000 tentang Perjanjian Internazional. Dalam Wikipedin Organsasi internasional adalah suam
s Zart gabungan beberapa negara maw bentuk wnit fungsi wane memiliki luuan bersama mencapai
=e=san v juga merupakan isiodan perjanjian atsu charter, Tersedia i hitped wikipedie.orefwikil

oz anternasional digkscs angoal 17 Jeni 2008

cmahanie Juwana mengatakan subjek hukum  internasionzl adalah wegara den  organisasi
memeeomal serta entitns hukum internnsional lunoyva yang mempunyai kemampuan membuat perjanjion
o cegard. Tersedia di btrpzwww mahkemahkonstitusi.go. idberice. php®newscode=2476 dinkses tanagal

=her 2007
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memerlukan suatu penjabaran lebih lanjut bagaimana suatu perjanjian internasional dapat
nerlaku dan menjadi hukum di Indonesia. Untok o melaloi Suarat  Presiden No.
JR2GMHES 1960 mencoba menjabarkan lebih langut Pasal 11 UUL 1945 tersebut.

Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini vang dijabarkan dalam

fentuk Surat Presiden Mo, 2826/HE/195), tertangpal 22 Agustus 1960, vang ditujukan
cepada kesa Dewan Perwakilan Rakyat. dan telsh menjadi pedoman dalam proses
cengesahan  perjanjian  internasional selama  berahun-tahun. Pengesahan perjanjian

~rermasiona] menwrut Surat Presiden im dapat dilakukan melalui undang-undang atau

coputusan presiden, tergantung dar materi yang distur dalam perjanjian intermasional,
“otapi dalam prakteknya pelaksanaan dan Surat Presiden ind banyak terjadi penyimpangan

mees perlu untuk dipanti dengan yndang-undang yang mengatur secara khusus

Semeeman perjanjlan internastonal, Hal ni Kemwlian yang menjadi alasan perlunya
se—znjlan imernasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tzahon 2000 dan dengan
siemva yndang-undang ini maka Surat Presiden Mo, 2826/HK/1900 tidak berlaku lagi.
Ca=m Undang Undang No. 24 Tahun 2000, adapun isi vang diatur dalam undangz-undang
=scbut adalah:

2 Ketentuan Umum

o Pembuatan Perjanjian Internasional

. Pengesahan Perjanjian Internasional

i

. Pemberlakuan Perjanjian Intermasional

3
A

L]

- Penvimpanan Perjanjian Internasional
£ Pengakhiran Perjanjian Internasional
o Ketentuan Peralihan

2 Ketentuan Penutup

-l



BAB IT1

PEMDBAHASAN PERMASALAHAN

- Proses Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Orgasization Menjadi

Undang-Undang Nomaor 7 Tahun 1994

Dewasa ini dalam hukum internasional kecendrungan wntuk mengstur hukum
miernasional dalam bentuk perjanjian intenasional beik antar negara ataupun antar fegan
dan  organisasi intermasional serta negara dsn subjek  intemnasional lainnva  telah
berkembang dengan sanpat peset, Hal ini disebabkan olch perkembangan vang pesat dari
masyarakat infernasional, termasuk organisasi internasional dan negara-nepara.

WID dibentuk di Marskesh pada tanggel 15 April 1994 dalam Putaran Uroguay
vang menghasilkan suam perjanjian internasional yang bemama Agreement FExeablishinge
The World Trade Organization, Indonesia sebagai salah sate angaota GATT, vang
merupakan cikal bakal WTO, ikut menandatangani perjanjian fersebut di Dohg. Namun
perjanjian internasional tersebut mulai bertaku cfcktif pada anggal T Januari 1995,

Perjanjian internasional yang dibust antara negars distur dalam Fienng Corvention
an the Lenw af Trearies (Konvensi Wina) 1969, Konvensi ini berlaku lentry fnto force) pada
27 Januart 1980, Dalam Konvensi ini diatur mengenai bagaimana prosedur perjanjian
internasional sejak tahap negosiasi hingga diratitikasi menjadi hukum nasional, Banyak
stilah vang digunakan dalam konvensi ini wntek perjanjian internasional diantaranyva
adafah traktat (ereary), pakia (pecr), konvensi (comvention), piagam (staiwe), charer,
Jeklarasi, protokol, arrangemens, accord, modus vivendi, covenany, dan lain-lain, Semua
M apapun namanya mempunyai ani vang tidak berbeda dengan pedanjian internasional,

Dalam prakiik beberapa negara perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi

o Al wioorgfenglishibewto. efwhatiz el edzel? chim
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BAB IV
PENLUTUP

A. Kesimpulan
Merujuk dari pembahasan pada bab di atas, dapat disimpulkan sebagai herikut:

1. Agreement Establishing The World Trade Craanization merupakan salah sam
petjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia dalam pergaulan internasional.
Pembentukan WTO merupakan tindak lanjut dari persetujuan GATT vang dilakukan
dalam Putaran Doha yang menghasilkan beberapa peraturan perdagangan yang
mengikat semua angootanya,

Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional seperti tertuang dalam
Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1943, menyatakan
buhwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakya, vang selanjutnya mengenai perjanjian
mternasional tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun
20080 tentang Perjanjian Internasional. Menurut Pasal | ayat () Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian intermasional adalah petjanjian, dalam bentuk dan
rama tertenti, yang diatur dalam hukom internasional vang Jibuat secara tertulis
serla menimbulkan hak dan kewsjiban i bidang hukum publik. Dalam Undang
Undang No, 24 Tahun 2000, adapun isi yang diatur dalam undang-undang tersebut
adalah:
a, Ketentuan Umum
b. Pembuatan Perjanjian Internasional
t. Penpesahan Peganjian [ntermasional

i, Pemberlakuan Perjanjian Internasionzl



2. Penvimpanan Perjanjian Internasional
t. Pengakhiran Perjanjian Internasional
g. Ketentuan Peralihan

h. Ketentuan Penutup

Dalam penpesahan perjanjisn inlernasional terbagi dalam empat kategor,
vaitu:

Ratifikasi {ratification). vaitu apabila negara vang akan mensahkan suatu perjanjian
internasional turut menandatangani naskah perjanjian inlernasional:

Aksesl {gccesion). yaitu apabila negara yang akan mengesashkan sustu perjanjian
internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian:

Penerimaan {gcceprance) atau penyetujuan {gpprovel) yaitu pernyataan menerima
atay menvelujur dar negars-negara pihak pada suatu pedanjian intermasional atas
perubahan perjanjian intemasional tersebuot;

Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian imernasional vang sifatnya selfcevecuting
(langsung berlaku pada saat penandalanganan).

Menurot Pasal 9 avat (2) UL No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa,
“Pengesahan perjanflan internosional sehagaimana  dimaksud  dalam  gqvar (1)
difakukan dengan nndang-undang aton keputusan presiden,” Kemuodian pada Pasal
10 dijelaskan bahwa perjanjian internasional yapg disahkan oleh undang-undang
apabila berkenaan dengan:

*  Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

* Perubahan wilayah atau penetapan batas wilavah negara republik indenesia:
e Kedaulatan atau hak berdaulat negara;

+  Hak asas manusia dan lingkungan hidup:;

o  Pembentukan kaidah hukom baru:

83
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